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ANALIS HUKUM MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk pengembangan karier, profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil, peningkatan kinerja organisasi, dan guna
memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum,
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan
Fungsional Analis Hukum, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional

Analis Hukum melalui Penyesuaian/ Inpassing;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1135);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Analis Hukum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 724);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL  ANALIS HUKUM MELALUI
PENYESUAIAN/INPASSING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di
Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB
adalah pejabat  yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

5. Jabatan Fungsional Analis Hukum adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan

evaluasi hukum.
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11.

12.

13.

14.

Pejabat Fungsional Analis Hukum adalah PNS yang diberi
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
Analisis dan Evaluasi Hukum adalah kegiatan yang
meliputi analisis dan evaluasi peraturan perundang-
undangan dan hukum tidak tertulis serta pembentukan
peraturan perundang-undangan, analisis permasalahan
hukum, analisis terhadap pengawasan pelaksanaan
peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi
dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, analisis
dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan dan informasi
hukum, serta advokasi hukum.

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada
Instansi Pemerintah.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Hukum
yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Analis Hukum
yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah
lembaga mnegara, kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal
adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat
Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang selanjutnya disebut dengan Sekretariat
Jenderal adalah unit kerja di lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri yang mempunyai
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tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah satuan unit
organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang
selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya Badan Pembinaan Hukum
Nasional.

Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS
dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan
organisasi sesuai dengan = ketentuan = peraturan
perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.

Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Analis Hukum
yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses
pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis,
manajerial dan/atau sosial kultural dari seorang
Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan
fungsi dalam jabatan.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang
teknis jabatan.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan
kebangsaan, etika, nilai, moral, emosi dan prinsip, yang

harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk



